Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Good Governance Melalui E-Government di
Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015.
Jen Salafian Dr. Ulung Pribadi, M.Si.
jensalafian@gmail.com

Program Studi llmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SINOPSIS

Partisipasi masyarkat dalam pelaksanaan good governance melaui e-government masih
dirasakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, baik yang menyangkut
dengan sistem layanan yang berbeda-beda, tidak transparan, kurang inopatif sehingga menyebabkan
permasalahan pada kesiapan masyarakat, pengunaan layanan e-government dan masalah akses
dalam e-government Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan
good governance melalui e-government tahun 2012-2015. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kuantitatif, dengan cara menyebarkan 100 kuisioner tertutup kepada masyarakat
Kabupaten Sleman, melakukan wawancara kepada staff bagian Kominfo Kabupaten Sleman, dan
pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal penting untuk
mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui e-government.

Partisipasi masyarakat melalui e-Government di Kabupaten Sleman masih kurang baik
dibuktikan dari hasil nilai rata-rata tolak ukur partisipasi masyarakat melalui e-government, pertama
sosialisasi kepada masyarakat cukup baik mendapat nilai sebesar 333, kedua pelayanan e-
government kurang baik mendapatkan nilai sebesar 403, ketiga evaluasi alternatif cukup baik
mendapatkan nilai sebesar 289, keempat keputusan berpartisipasi kurang baik mendapatkan nilai
sebesar 399, kelima perilaku setelah berpartisipasi kurang baik mendapatkan nilai sebesar 356. Jadi
hasil perhitungan jawaban responden secara keseluruhan mengunakan metode analisis linkert yaitu,
jumlah skor yang di peroleh sebesar 1780 dibagi jumlah skor maksimal sebesar 356 dikali 100%
hasilnya 50% responden yang menjawab telah berpartisipasi melalui e-Government di Kabupaten
Sleman. Maka partisipasi melalui e-Government dipengaruhi oleh independen variable. Hal tersebut
terlihat dari hasil korelasi sederhana antara indevenden variable terhadap devenden variable yang
mana nilai korelasi kesiapan masyarakat (X1) dengan nilai 0.000, Pengunaan Layanan E-
Government (X2) dengan nilai 0.001, masalah akses (X3) dengan nilai 0.012 dan Partisipasi
masyarakat (Y) memperoleh nilai 0.000 lebih kecil dari alpha 0.05 di Kabupaten Sleman.
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PENDAHULUAN

Globalisasi membawa perubahan gaya hidup, sarana komunikasi dan nilai-nilai budaya
dan tradisi di sisi pemerintah maupun masyarakat. Globalisasi juga mendorong perubahan
paradigma yang mendasar pada tata kelola pemerintahan. Dalam kaitannya dengan mekanisme,
praktek dan tata kelola pemerintahan yang baik dimana telah terjadi revolusi teknologi dan
informasi yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan aparatur Negara Indonesia ( Sumarto,
2004). Tata kelola yang baik menciptakan nilai, fungsi dan kebutuhan teknologi informasi yang



dikemas dalam bentuk e-Government atau pemerintahan secara elektronik untuk menciptakan
partisipasi masyarakat yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah perlu untuk segera
diterapkan dan dikelola. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam revolusi informasi
akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.

Perkembangan teknologi dan informasi sudah mencapai perkembangan yang sangat
pesat. Aplikasi internet sudah digunakan untuk e-Commerce atau pelayanan barang dan jasa
secara online berkembang pada pemakaian aplikasi internet pada lingkungan pemerintah yang
dikenal dengan e-Government. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara terpadu telah
menjadi prasyarat penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan
kepemerintahan. Pengembangan aplikasi e-Government memerlukan pendanaan yang cukup
besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan
kesiapan dari masyarakat.

Menurut Sumarto (2004) good governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan
tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah
publik. Tata laksana pemerintahan yang baik atau good governance adalah seperangkat proses
yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.
Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala
sesuatu akan menjadi sempurna. Namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-
gunaan kekuasaan dan korupsi. Banyak badan-badan donor internasional, seperti IMF dan
Bank Dunia, mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik,
seperti the state, the private sector, civil society dan organizations sebagai dasar bantuan dan
pinjaman yang akan mereka berikan (UNDP, 2000).

Kabupaten Sleman adalah salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah
menerapkan instruksi presiden No. 03 Tahun 2003 tentang kebijakan dan pengembangan e-
Government yaitu dengan adanya website resmi pemerintah Kabupaten Sleman dengan alamat
domain.

Perkembangan e-Government di Kabupaten Sleman sendiri tergolong sudah lama.
Pembangunan e-Government dimulai tahun 2006 dan mulai efektif mulai tahun 2010 dibawah
pengelolaan Bidang Kominfo, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Sleman sebagai unsur yang bertanggung jawab didalam pembangunan dan pengembangan e-
Government di Kabupaten Sleman. Di tahun 2012 pembangunan e-Government mulai berjalan
efektif sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik. Didukung dengan adanya prestasi di tingkat daerah maupun ditingkat
nasional yaitu berupa sebagai terbaik |1 Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015. Penghargaan
ini merupakan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota terbaik di antara empat Kabupaten dan
Kota di DIY dari sisi perencanaan pembangunan daerah dengan melihat Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (Wikipedia, 2015).

Di tingkat Nasional sebagai peraih penghargaan tertinggi kategori pemerintahan yaitu
the best champion Government Category dalam ajang digital Society Award 2014 (Awarding
IDSA, 2015). Kabupaten Sleman memperoleh peringkat ke-2, pada kategori E-Education
Pemkab. Kabupaten Sleman memperoleh peringkat ke-1, pada kategori E-Tourism memperoleh
peringkat ke-2, dan pada kategori E-Government memperoleh peringkat ke-1 (Awarding IDSA,
2015).



Namun dibalik keberhasilan di Kabupaten Sleman bukan bearti tanpa adanya masalah
pada partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah,
Prasurvey yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa tidak semua format dan conten yang
ada pada website Kabupatenn Sleman berfungsi sebagai mana semestinya. Contonya ada
beberapa sub domain yang diakses loading begitu lama sampai gagal loading sehingga hal
inilah yang akan mengurangi ketertarikan masyarakat Kabupaten Sleman untuk mulai
mengunakan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan good governance melalui e-Government.

Berdasarkan penjelasan diatas mengingat pentingnya pelaksanaan good governance
pada implementasi e-Government sebagai media partisipasi masyarakat dalam menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik maka peneliti sangat tertarik dengan fenomena pelaksanaan
good governance melalui e-Government di Kabupaten Sleman untuk mengetahui sejauh mana
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konsep tata kelola pemerintahan yang baik melalui e-
Government, oleh karna itu perlu pengamatan dan pengkajian lebih lanjut. Atas dasar itulah
peneliti mengambil judul “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Good Governance
melalui e-Government di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015”.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE
MELALUI E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012-2015.

Pada bagian ini akan diukur mengenai tingkat partisipasi masyarakat melalui e-
government berdasarkan tolok ukur pada masing-masing indikator.

1. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam E-Government

a) Sosialisasi E-Government Kepada Masyarakat

Indikator ini memiliki tiga tolok ukur, yaitu masyarakat belum mencari tahu
informasi mengenai e-Government di Kabupaten Sleman, masyarakat belum mendapatkan
informasi mengenai e-Government melalui website pemerintah, dan Pemberitahuan
mengenai adanya e-Government bagi masyarakat belum dilakukan secara jelas oleh
pemerintah yang mengacu pada teori (Krina, 2003):

Diagram 3. 10

Indikator Sosialisasi e-government kepada Masyarakat

999

428 3g>7 333
189
4,283,821,899,993,33 0,628,876,662,149,716

Sum Mean Varian
W Masyarakat belum mencari tahu informasi mengenai e-Government di
Kabupaten Sleman.
B Masyarakat belum mendapatkan informasi mengenai e-Government diketahui
melalui website pemerintah.

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Masyarakat sudah diberitahukan mengenai e-Government secara jelas oleh
pemerintah melalui website resmi pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini didukung pula
oleh hasil perhitungan tolok ukur ini, sebesar 382. Pemberitahuannya-pun masih kurang



jelas, dengan perolehan skor yang didapatkan sebesar 428. Diketahui bahwa sebagian besar
dari responden sebelumnya tidak pernah mencari informasi tentang pelayanan melalui e-
Government sengan skor sebesar 189.

b) Pelayanan E-Government

Mengacu pada teori Krina (2003) indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu
masyarakat belum mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan melalui e-
Government akan membantu pemecahan masalah pelayanan yang dihadapi masyarakat.
Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 11

Pelayanan E-Government

600
400

200
4,03 4,03 4,03 0,615 0,615 0,615

Sum Mean Varian

m Masyarakat belum mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan
melalui e-Government Kabupaten Sleman.

= Total

Rata-rata

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Sebagian responden setuju dengan pernyataan “masyarakat belum mendapatkan
kemudahan dalam mendapatkan pelayanan melalui e-Government akan membantu
pemecahan masalah pelayanan yang dihadapi masyarakat, Hal ini dibuktikan dengan jawaan
responden sebesar 403. Dengan demikian, secara keseluruhan skor yang diperoleh pada
indikator ini adalah sebesar 403 (di atas median).

¢) Evaluasi Alternatif

Mengacu pada teori Krina (2003) indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu
Masyarakat lebih tertarik mendapatkan pelayanan secara langsung daripada melalui e-
Government. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 12

Evaluasi Alternatif

289 289 289

2,89 2,89 2,89 1,21 1,21 1,21
sum Mean Varian
m Masyarakat lebih tertarik mendapatkan pelayanan secara langsung daripada

melalui e-government.

™ Total

Rata-rata

Sumber: Data primer yang diolah, 2016



Masyarakat di Kabupaten Sleman lebih tertarik mendapatkan pelayanan secara
langsung dibuktikan dengan jawabatan responden sebesar 289 dari pada mendapatkan
pelayanan melalui e-Government. Dengan demikian total nilai sebesar 289 (dibawah
median).

d) Keputusan Berpartisipasi

Mengacu pada teori Krina (2003) indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu
Berkeinginan dan yakin berpartisipasi melalui e-Government tidak lebih cepat oleh direspon
oleh pemerintah. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 13

Keputusan Berpartisipasi

399 399 399

I I 3,99 3,99 3,99 0,616 0,616 0,616

Sum Mean Variance

m Masyarakat berkeinginan dan yakin berpartisipasi melalui e-Government tidak
lebih cepat direspon oleh pemerintah.
= Total

Rata-rata

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Masyarakat di Kabupaten Sleman sudah mulai berkeinginan dan yakin jika
berpartisipasi melalui e-Government akan lebih cepat direspon oleh pemerintah, dengan
mendapatkan nilai sebesar 399.

e) Perilaku Setelah Berpartisipasi

Mengacu pada teori Krina (2003) indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu setelah
anda berpartispasi untuk kali pertama melalui e-Government Kabupaten Sleman apakah
anda memutuskan untuk berpartisipasi kembali dan Fungsi e-Government Kabupaten
Sleman terintegrasi dengan baik. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 14

Perilaku Setelah Berpartisipasi

1000 711

500 373 338 356
3,73 3,38 7,11 3,56  1,0481,412,4581,229

0
Sum Mean Varian

W Setelah anda berpartispasi untuk kali pertama melalui e-Government
Kabupaten Sleman apakah anda memutuskan untuk berpartisipasi kembali.

M Fungsi e-Government Kabupaten Sleman terintegrasi dengan baik

Total

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Fungsi e-Government Kabupaten Sleman terintegrasi dengan baik dibuktikan
denagan jawaban responden sebesar 338, dan sebagian lebih responden juga akan



memutuskan untuk berpartisipasi kembali setelah berpartisipasi untuk kali pertamanya
melalui e-Government dibuktikan dengan jumlah jawaban responden sebesar 373. Dengan
demikian jumlah semuanya sebesar 353 (diatas median).

Dari hasil pengukuran tingkat partisipsi masyarakat yang dilakukan pada setiap tolok
ukur yang ada, kita dapat mengetahui berapa skor yang diperoleh oleh masing-masing
indikator. Berdasarkan hasil tersebut, kita juga dapat mengetahui seberapa besar tingkat
partisipasi masyarakat melalui e-Government, dengan melihat skor keseluruhan yang
diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang ada, dengan melihat diagram berikut ini :

Diagram 3. 15

Tingkat Partisipasi Masyarajat

450

A00
=50
200

250
200
150
100
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Sosialisasi e- Pelayanan e- Evaluasi Keputusan Perilaku

Government Gowvernment Alternatif Berpartisipasi setelah
Berpartisipasi

—e— Seriesl

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa skor masing-masing indikator yang
ada yaitu sosialisasi e-Government kepada masyarakat (333.00), pengorganisasian
Masyarakat (KSM) (403,00), evaluasi alternatif (289.00), keputusan berpartisipasi
(399.00), dan perilaku setelah berpartisipasi (356.00) Dengan demikian hanya satu tolak
ukur yang berada di bawah median yaitu evaluasi alternatif yaitu, sebesar (289)
sedangkan mediannya dalam penelitian ini berjumlah (300). Hal ini menunjukan bahwa
belum semua tolak ukur yang ada sudah dipenuhi oleh masyarakat Kabupaten Sleman.

Untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi masyarakat, dapat dilihat dari skor
keseluruhan yang diperoleh. Pada diagram tersebut terlihat bahwa skor keseluruhan yang
diperoleh adalah sebesar 356.00. Skor tersebut berada diantara area kuartil 1 < skor <
median, atau pada area kurang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi
masyarakat Kabupaten Sleman dalam berpartisipasi melalui e-Government kurang aktif.
Apabila dipersentasekan, maka besarnya tingkat partisipasi adalah :

Skar yang diperoleh

Tinglkat Partisipasi = x100
g 3 Skor Maksimal &

1780
Tingkat Partisipasi = 3ce x100%

=50%




2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

a) Kesiapan Masyarakat

Sesuai dengan teori yang dikemukankan Yonasi & Boonstra (2010) indikator ini
memiliki empat tolok ukur, yaitu masyarakat kurang terampilan mengunakan teknologi
informasi dan komunikasi, masyarakat kurang peduli dengan adanya pemerintahan secara
elektronik di Kabupaten Sleman, masyarakat lebih nyaman melakukan pelayanan dengan
bertatap muka langsung, umur mempengaruhi pengetahuan mengenai pemerintahan
elektronik sebagai berikut :

Tabel 3. 16

Kesiapan Masyarakat

1529

401 435 344 349 382,3
4,01 4,25 3,44 32,49 15,293,823

Sum Mean

m Masyarakat kurang terampilan mengunakan teknologi informasi dan
komunikasi.

M Masyarakat kurang peduli dengan adanya pemerintahan secara elektronik di
Kabupaten Sleman.

Masyarakat lebih nyaman melakukan pelayanan dengan bertatap muka
langsung.

B Umur mempengaruhi pengetahuan mengenai pemerintahan elektronik.

= Total

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Dari tabel diatas masyarakat kurang terampil mengunakan teknologi dan
informasi memperoleh nilai 4.01 ditingkat tidak baik, didukung dengan masyarakat
kurang peduli dengan adanya e-Government di Kabupaten Sleman memperoleh nilai,
sebesar 4.35, umur mempengaruhi dengan nilai sebesar 3.49, dan masyarakat lebih
nyaman bertatap muka langsung dalam berpartisipasi di Kabupaten Sleman dibuktikan
dengan nilai, sebesar 3.44. Indikator kesiapan masyarakat memperoleh nilai rata-rata
total sebesar 382, masih diatas median sebesar 300, artinya kesiapan masyarakat
mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui e-Government.

b) Keinginan Masyarakat

Indikator ini memiliki tiga tolok ukur yaitu, masyarakat tidak mudah untuk
memperoleh pelayanan dari pemerintah melalui e-Government, masyarakat memperoleh
hak untuk menyampaikan informasi atau pegaduan dalam hal mendapatkan pelayanan,
Adanya fitur-fitur yang mendukung komunikasi dua arah antara pemerintah dengan
pengguna website. Berikut adalah perhitungannya :



Diagram 3. 17

Keinginan Masyarakat

1067

388 375 355,7

304
I I 3,04 3,88 3,7510,673,557 1,47®,6521,17%,304,1012

Sum Mean Varian

m Masyarakat tidak mudah untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah
melalui e-government.

m Masyarakat memperoleh hak untuk menyampaikan informasi atau
pegaduan dalam hal mendapatkan pelayanan.
Adanya fitur-fitur yang mendukung komunikasi dua arah antara
pemerintah dengan pengguna website

m Total

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Pada tolak ukur ini masyarakat memperoleh hak untuk menyampaikan informasi
dan pengaduan dalam hal memperoleh pelayanan mendapatkan nilai tertinggi, sebesar
3.88, lalu menurut responden fitur-fitur yang mendukung komunikasi dua arah masih
kurang baik dengan mendapatkan nilai sebesar, 3.75 dan masyarakat belum mudah dalam
mendapatkan pelayanan melalui e-Government dengan memperoleh nilai sebesar, 3.04.
dengan total rata-rata memperoleh nilai sebesar 357, Indikator keinginan masyarakat
masih diatas median yaitu sebesar 300. Artinya indikator kringinan masyarakat masih
mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui e-Government.

c) Manfaat

Indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu fitur-fitur pada e-Government
Kabupaten sleman memberikan informasi yang bermanfaat, penggunaan teknologi dapat
meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna. Berikut adalah perhitungan dari
tiap tolok ukur tersebut.

Diagram 3. 18
Manfaat
ess
322 336

Sum Mean Varian

™ Fitur-Fitur pada e-Government Kabupaten sleman memberikan
informasi yang bermanfaat.

m Penggunaan teknologi melalui e-Government dapat mempercepat
dalam proses mendapatkan pelayanan.

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Masyarakat dapat memperoleh pelayanan lebih cepat melalui e-Government
dengan mendapatkan nilai sebesar 3.36 dan fitur-fitur e-Government di Kabupaten
Sleman sudah dapat memberikan informasi yang bermanfaat dengan memperoleh nilai
sebesar 3.36 dengan total nilai rata-rata 329 diatas median sebear 300, artinya indikator
ini masih mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui e-Government.



Dari Tiga tabel diatas dapat diketahui bahwa skor masing-masing indikator yang ada
yaitu kesiapan masyarakat (382.3), keinginan masyarakat (355.7), manfaat (329). Dengan
demikian semua indikator sudah berada diatas median penelitian (300). Untuk mengetahui
pengaruh indikator kesiapan masyarakat dapat dilihat dari hasil hitungan berikut :

Skor vang diperoleh
Pengaruh Kesiapan Masyarakat = - x100%
Skor Maksimal

1067
355.67

Pengaruh Kesiapan Masyarakat = x100%

=30%
Pengunaan Layanan E-Government

a) Pengunaan Aktual

Berdasarkan teori actual use dalam jurnal Wibowo (2009) indikator ini memiliki dua
tolok ukur, yaitu saya merasa kurang nyaman mengunakan layanan e-Government dengan
frekuensi waktu yang lama, dengan mengunakan layanan e-Government belum dapat
meningkatkan produktivitas masyarakat. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur
tersebut :

Diagram 3. 19

Pengunaan Aktual

773

389 3284 387

I I I 3,89 3,84 7,73 3,865 0,4420,6211,06®,5315

Sum Mean Varian

= Saya merasa kurang nyaman mengunakan layanan e-Government dengan
frekuensi waktu yang lama.

= Dengan mengunakan layanan e-Government belum meningkatkan produktivitas
masyarakat

= Rata-rata

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Masyarakat kurang nyaman mengunakan layanan e-Government dalam waktu yang
lama dengan mendapatkan nilai sebesar 389, dengan mengunakan layanan melalui e-
Government belum meningkatkan produktifitas masyarakat dengan mendapatkan nilai
sebesar 384, dengan nilai total rata-rata sebesar 387, diatas median 300, artinya tolak ukur
pengunaan aktual mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi melalui e-
Government.

b) Kemudahan Pengunaan

Indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu e-Government Kabupaten Sleman belum
memiliki kemudahan dalam pengunaan, e-Government Kabupaten Sleman memiliki



responsibiltas yang tinggi saat digunakan hal ini sesuai dengan teori ease of use dalam jurnal
Azhari & Sari (2008). Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 20

Kemudahan Pengunaan

747

391 356 374

J_l I 3,91 3,56 7,473,735 0,4870,7541,241,6205

Sum Mean Varian

B E-Government Kabupaten Sleman belum memiliki kemudahan dalam pengunaan.

® E-Government Kabupaten Sleman belum memiliki responsibiltas yang tinggi saat
digunakan.

Total

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Masyarakat masih belum mendapatkan kemudahan dalam mengunakan e-
Government dengan mendapat nilai sebesar 391, dan e-Government kabupaten sleman
belum mendapatkan responsibilita yang tinggi saat digunakan dengan mendapatkan nilai
sebesar 356, dan total rata-rata sebesar 374, masih diatas median, itolak ukur kemudahan
pengunaan mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui e-Government.

c) Sikap Pengunaan

Indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu desain website Kabupaten Sleman
kurang menarik untuk dilihat, Terdapat fungsi-fungsi yang berpariasi pada saat mengunakan
e-Government kabupaten sleman. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 21

Sikap Pengunaan

670

J. . 3,19 3,51 6,7 3,35 0,9420,8991,8420,921

Sum Mean Varian

M Desain website Kabupaten Sleman kurang menarik untuk dilihat.

m Terdapat fungsi-fungsi yang berpariasi pada saat mengunakan e-Government
kabupaten sleman.

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Desain website di Kabupaten Sleman kurang menarik untuk dilihat dengan
memperoleh nilai sebesar 319, dan sudah terdapat fungsi-fungsi yang berpariasi pada saat
mengunakan e-Government di Kabupaten Sleman, dengan jumlah total rata-rata sebesar 335,
diatas median sebesar 300, dan tolak ukur sikap pengunaan mempengaruhi masyarakat
dalam berpartisipasi melalui e-Government.



Dari Tiga tabel tersebut dapat diketahui bahwa skor masing-masing indikator yang
ada yaitu kesiapan masyarakat (382.3), keinginan masyarakat (355.7), Manfaat (329).
Dengan demikian semua indikator sudah berada diatas median penelitian (300). Untuk
mengetahui Pengaruh Indikator Kesiapan Masyarakat dapat dilihat dari hasil hitungan
berikut :
Skor vang diperoleh

P hP L E-G t= 100
engarun Pengunaan Layanan E — Governmen Skor Maksimal _ ~ 100 %

6
100
6533 0%

Pengaruh Pengunaan Layanan E — Government =

=30%
Masalah Akses

a) Infrastruktur

Indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu ketersediaan infrastruktur TIK
Kabupaten Sleman kurang memadai. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur
tersebut :

Diagram 3. 22

Infrastruktur

400 350 350

300
200

100

3,5 3,5 0,879 0,879

Sum Mean Varian

m Ketersediaan infrastruktur TIK Kabupaten Sleman kurang memadai.

M Rata-rata

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Ketersediaan infrastruktur TIK untuk mendukung masyarakat dalam berpartisipasi
melalui e-Government masih kurang memadai dengan mendapatkan nilai sebesar 350, masih
diatas median sebesar 300. Tolak ukur infrastruktur mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam berpartisipasi melalui e-Government.

b) Petunjut Pengunaan

Indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu penguna merasa kurang mendapatkan
kemudahan pada saat mengakses e-Government.. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok
ukur tersebut :



Diagram 3. 23

Petujuk Pengunaan

400 335 335
300

200

100
3,35 3,35 0,917 0,917

Sum Mean Varian

B Penguna merasa kurang mendapatkan kemudahan pada saat mengakses e-
Government.

m Rata-rata

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tolak ukur ini pengguna merasa kurang mendapatkan kemudahan pada saat
mengakses e-Government dengan mendapatkan nilai sebesar 335, diatas median sebesar 300
dengan nilai total rata-rata sebesar 355. Tolak ukur petunjuk pengunaan mempengaruhi
partisipasi masyarakat.

Cc) Tampilan Konten dan Navigasi

Indikator ini memiliki tiga tolok ukur, yaitu Tampilan warna, animasi, gambar dan
grafis cukup menarik, Dalam tampilan isi dan bentuknya sangat bagus, Navigasi menu
sangat sistematis dan terstruktur. Dalam tampilan isi dan bentuknya sangat bagus. Berikut
adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 24

Tampilan Konten dan Navigasi

350 318 316 307
200 286

250
200
150
100

50
3,18 3,16 2,863,067 1,0780,9440,9090,977

Sum Mean Varian
® Tampilan warna, animasi, gambar dan grafis cukup menarik.
m Dalam tampilan isi dan bentuknya sangat bagus.

Navigasi menu sangat sistematis dan terstruktur.

m Rata-rata

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tampilan warna, animasi gambar dan grafis cukup menarik dengan mendapatkan
nilai sebesar 318, isi tampilan dan bentuk websitenya baik dengan mendapatkan nilai
sebesar 316, dan navigasi belum sistematis dan terstruktur dengan nilai sebesar 282 dengan
nilai total rata-rata sebesar 307, masih diatas median sebesar 300.

Dari Tiga tabel tersebut dan Sesuai dengan teori yang dikemukankan Yonasi &
Boonstra (2010) dapat diketahui bahwa skor masing-masing indikator yang ada yaitu
kesiapan masyarakat (382.3), keinginan masyarakat (355.7), Manfaat (329). Dengan



demikian semua indikator sudah berada diatas median penelitian (300). Untuk mengetahui
pengaruh indikator kesiapan masyarakat dapat dilihat dari hasil berikut :

Skor yang diperaleh
Pengaruh Masalah Akses = - x1000p
Skor Maksimal

Pengaruh Masalah Akses = x100%

330.67
=30%
Dengan demikian berikut hasil hitungan dari ketiga faktor yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat sebagai berikut :
Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
Skor vang di peroleh

x1009%
Skor Maksimal ’
5
Faktor vang mempengaruhi partisipasi masyarakat = 33389 x1008%;
=91.44%

. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel
kesiapan masyarakat (X1), pengunaan layanan e-government (X2) masalah akses (X3)
partisipasi masyarakat (). Hasil output SPSS berikut:

Diagram 3. 25
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

m Standardized Coefficients Beta =T Sig.

4,581

3,415

2,556
2,28
0,397 I
g 0,294
I0,025 0 0,001 0,211 0,012

(Constanta) Kesiapan Pengunaan Layanan Masalah Akses (X3)
Masyarakat (X1) E-Govenrment (X2)

Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan diagram 3.7 diperoleh hasil persamaan regresi, sebagai berikut:
Y=0,0397X1+ 0,294X2 + 0,211X3

Berdasarkan hasil tersebut, persamaan regresi sebagai berikut:

a) Koefisien variabel kesiapan masyarakat (X1) sebesar 0,0397. Nilai yang positif pada
variabel kesiapan masyarakat menunjukan bahwa variabel tersebut mempunyai
pengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat), artinya jika kesiapan
masyarakat semakin baik maka perilaku masyarakat untuk melakukan partisipasi
dalam e-government Kabupaten Sleman semakin tinggi dan sebaliknya.

b) Koefisien variabel pengunaan layanan e-government (X2) sebesar 0,294. Nilai yang
positif pada variabel pengunaan layanan e-government menunjukan bahwa variabel
tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat),
artinya jika pengunaan layanan e-government masyarakat semakin baik dan positif
maka perilaku masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam e-government
Kabupaten Sleman semakin tinggi dan sebaliknya.



c)

6. UjiF

Koefisien variabel Masalah Akses (X3) sebesar 0,211. Nilai yang positif pada variabel
masalah akses menunjukan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap
variabel dependen (partisipasi masyarakat), artinya jika informasi atau pengalaman
masyarakat semakin sedikit maka semakin besar pengaruh masalah akses terhadap
partisipasi dalam e-government Kabupaten Sleman dan sebaliknya.

diagram 3. 26
Hasil Uji F
Uji F
700
600 578,779
500
400
300 M Regression
200
100 44,578
0 - ° i
Mean F Sig. Residual
Square Total

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan diagram 3.26 hasil uji F di atas, maka hasil uji Rumusan Masalah dalam

penelitian ini, sebagai berikut:

a)

7. Ui T

Uji Devenden Variabel terhadap Indevenden Variabel

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan), nilai signifikansi sebesar 0,000 yang
berarti lebih kecil dari a = 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel kesiapan
masyarakat, pengunaan layanan e-government dan masalah akses secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable partisipasi masyarakat dalam e-
government Kabupaten Sleman

Diagram 3. 27
Hasil Uji T

m Standardized Coefficients Beta ®T Sig.

4,581

3,415

2,556
0,397 I
0,294
0,025 0,211 0,012

(Constanta) Kesiapan Pengunaan Layanan Partisipasi
Masyarakat (XI) E-Government (X2) Masyarakat (X3)

Sumber: Data primer yang diolah, 2016



Berdasarkan diagram 3. 27 hasil uji T di atas, maka hasil uji rumusan masalah dalam
penelitian ini, sebagai berikut:

a) Uji Faktor Kesiapan Masyarakat
Berdasarkan hasil uji t, Kesiapan Masyarakat memiliki nilai signifikan sebesar
0,000 mendekati oo = 0,05 dengan koefisien regresi 0.397 (positif). Sehingga dapat
dinyatakan bahwa kesiapan masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hal ini berarti untuk faktor pertama diterima dalam penelitian ini.
b) Uji Faktor Pengunaan Layanan E-Government
Berdasarkan hasil uji t, Pengunaan Layanan E-Government memiliki nilai
signifikan sebesar 0,001 mendekati oo = 0,05 dengan koefisien regresi 0.294 (positif).
Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengunaan Layanan E-Government memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partsipasi masyarakat di Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti untuk Faktor kedua diterima
dalam penelitian ini.
c) Uji Faktor Masalah Akses
Berdasarkan hasil uji t, Masalah Akses memiliki nilai signifikan sebesar 0,012
mendekati o = 0,05 dengan koefisien regresi 0.211 (positif). Sehingga dapat
dinyatakan bahwa masalah akses memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap partsipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Uji Koefisien Determinasi(R?)

Diagram 3. 28
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R
Square; 0,569

Std. Error of
the Estimate;
3,603

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan diagram 3.28 tampilan output SPSS model summary besarnya Adjusted R?
adalah 0,569. Hal ini berarti bahwa variasi variabel dependen, yaitu partisipasi masyarakat (Y)
dalam model dapat dijelaskan oleh variabel indivenden.



PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat melalui e-Government di Kabupaten Sleman

Dari hasil analisis linkert partisipasi masyarakat maka diketahui bahwa tingkat
partisipasi masyarakat melalui e-Government di Kabupaten Sleman, sebesar 50% . Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang baik dalam berpartisipasi melalui e-
Government Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2015. Partisipasi masyarakat tersebut
berdasarkan hasil jawaban responden dalam menanggapi pernyataan 8 pernyataan yang peneliti
ajukan.

Nilai tertinggi terletak pada tolak ukur kedua yaitu “Kemudahan mendapatkan
pelayanan melalui e-Government akan membantu pemecahan masalah pelayanan yang dihadapi
masyarakat” dengan nilai 403. Dan nilai terendah berada pada tolak ukur ketiga yaitu
“Masyarakat lebih tertarik mendapatkan pelayanan secara langsung dari pada melalui e-
Government”.

Kemudian tolak ukur keputusan berpartisipasi mendapatkan nilai 399, artinya
masyarakat berpartisipasi sesuai dengan keinginan dan yakin jika berpartisipasi melalui e-
Government akan lebih cepat di respon oleh pemerintah. Lalu ada perilaku setelah
berpartisipasi mendapatkan nilai 356, artinya setelah masyarakat berpartisipasi untuk kali
pertaman,Masyarakat Kabupaten Sleman akan berpartisipasi kembali. Tolak ukur yang terakhir
sosialisai e-Government mendapatkan nilai sebesar 333, dari rincian jawaban responden
masyarakat sudah mencari tahu informasi mengenai e-Government, namun sebagian lebih dari
responden mendapatkan pemberitahuannya hanya melalui website pemerintah dan belum
adanya pemberitahuan yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai pelayanan
melalui e-Government ini.

Secara keseluruhan bahwa tingkat partisipasi masyarakat melalui e-government di
Kabupaten Sleman masih kurang baik. Hasil ini di pengaruhi oleh 3 faktor : Kesiapan
masyarakat sebesar 30%, kemudian pengunaan layanan e-Government sebesar 30% dan
Masalah akses sebesar 30%, Jadi jika dijumlahkan maka 91.44% partisipasi masyarakat di
Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang telah diajukan dalam penelitian ini.

2. Faktor-faktor yang Mempemngaruhi Partisipasi Masyarakat melalui e-Government

Berdasarkan tabel 3.24 hasil uji T di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat melalui e-Government sebagai berikut.

a) Faktor Kesiapan Masyarakat
Berdasarkan hasil uji t, Kesiapan Masyarakat memiliki nilai signifikan
sebesar 0,000 mendekati oo = 0,05 dengan koefisien regresi 0.397 (positif). Sehingga
dapat dinyatakan bahwa kesiapan masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta. Hal ini berarti untuk faktor pertama diterima dalam penelitian ini.
b) Faktor Pengunaan Layanan E-Government
Berdasarkan hasil uji t, Pengunaan Layanan E-Government memiliki nilai
signifikan sebesar 0,001 mendekati a = 0,05 dengan koefisien regresi 0.294 (positif).
Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pengunaan Layanan E-Government memiliki



pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partsipasi masyarakat di Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti untuk Faktor kedua diterima
dalam penelitian ini.
c) Faktor Masalah Akses

Berdasarkan hasil uji t, Masalah Akses memiliki nilai signifikan sebesar
0,012 mendekati a = 0,05 dengan koefisien regresi 0.211 (positif). Sehingga dapat
dinyatakan bahwa masalah akses memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap partsipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat melalui e-Government Sejak tahun 2012 e-Government di
Kabupaten Sleman mulai berjalan efektif sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Penerapan e-Government,
memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuka akses pada masyarakat untuk
berpartisipasi melalui e-Government, dengan menghapus sekat-sekat birokrasi yang kaku.
Dalam penelitian ini, tampak masyarakat di Kabupaten Sleman sudah lebih mudah dalam
berintraksi. Maka partsisipasi masyarakat melalui e-Government akan meningkat.
Berdasarkan hasil penelitian ini hanya sebagian responden yang sudah berpartisipasi
melalui e-Government hal ini dibuktikan dengan keseluruhan hanya 50% masyarakat
Kabupaten Sleman yang telah berpartisipasi melalui e-Government.

2. Pengunaan layanan melalui e-Government menjadi faktor yang paling berpengaruh
dengan nilai rata-rata sebesar 365.33, Lalu kesiapan masyarakat mendapatkan nilai
sebesar 355.67 dan yang terakhir masalah akses mendapatkan nilai sebesar 330.67.
Dengan demikian semua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten
Sleman dipengaruhi ketiga faktor diatas.
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